QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PIDIE

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nd&fofahun 2003 tentang

Mengingat :

b.

1.

Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan aRakyDewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan bd®ewakilan Rakyat
Daerah dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah diagd Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpi@nAnggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu kunmenetapkan
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan étaggDewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie;

bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkaanaaluatu Qanun.

Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Temt&embentukan Daerah
Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan DaBrabinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah8B6 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noo@i2)1
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 TentangoRpokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Mo Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)gabeana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lemkdegyara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembiliegara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang PotdoK Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43 , Tambahambaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3363 ) ;

Undang—-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentangnydlenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (LerabaNegara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembdeggara Republlik
Indonesia Nomor 3893);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tent&tgnomi Khusus bagi
Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Njeog Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 dMdid4, Tambahan
Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 4134);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kgarahegara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , bedran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-undang ...........



7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Suosulaam Kedudukan

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilaky® , Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyatdba@rembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 , Tambahambaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4310);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang eRddharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NMo&moTambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang BEetukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik @simnTahun 2004
Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nei889);
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang HMesaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran &egapublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembamgafd Republik
Indonesia Nomor 4441);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Retaiean Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Ndis , Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangBangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembéegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan LembaragarisdeRepublik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 199@rgriKetentuan Keprotokolan
Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Pemghem (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90 , bedran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3432);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 20aarigrkewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (@&mb Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahamdazan Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 ngnfengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran NBgarblik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran NegaraliRkepgndonesia
Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 rignBenyampaian dan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran NegepabRk Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran NegaraliRkpgndonesia
Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000ntgrf@dudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaranahedrepublik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaxegara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tgnt8ambinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Ddegatbdran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahambagan Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 rigrf@dudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaliakyat Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NMo#@ Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004artgrPenyusunan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negamguiili& Indonesia
Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Rkeplngonesia
Nomor 4417);

Dengan ............



Dengan Persetujuan Bersama.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PIDIE
dan
BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PIDIE

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Pidie;

b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupadies Pi

c. Bupati adalah Bupati Pidie;

d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie;

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutny@bdis DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie;

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil KetuaRDP

Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keangggt sebagai

anggota DPRD Kabupaten Pidie dan telah mengucagkanpah/janji

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

h. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung kelancagtaksanaan tugas
dan kewenangan DPRD yang ditetapkan dengan Qanbopkten dan
personalnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil;

i. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daeraly yaemimpin
Sekretariat DPRD yang diangkat dan diberhentikaangdn Keputusan
Bupati atas pertimbangan Pimpinan DPRD;

J. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberkepada seseorang
untuk mendapatkan penghormatan , perlakuan danemtpat dalam acara
resmi atau pertemuan resmi;

k. Uang Representasi adalah uang yang diberikan sdfidpan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedndyl sebagai
Pimpinan dan anggota DPRD;

I.  Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap kdpada Pimpinan dan
Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapptt dinas;

m. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan sdiidan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagua , Wakil
Ketua , dan Anggota DPRD;

n. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangang ydiberikan
kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan deeghrdukannya
sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris @taggota Panitia
Musyawarah , atau Komisi , atau Badan Kehormataatau Panitia
Anggaran atau Alat Kelengkapan lainnya;

0. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yangksediepada Pimpinan
dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan hktme dan
pengobatan , rumah jabatan dan perlengkapannyaatrdinas , kendaraan
dinas jabatan, pakaian dinas , uang duka wafatétedesm bantuan biaya
pengurusan jenazah;

«Q

p. Uang Jasa ............



(1)
()

Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikad&epimpinan dan
Angota DPRD atas jasa pengabdianya setelah yangargkutan
diberhentikan dengan hormat;

Biaya Reses adalah biaya diberikan kepada anggd®@&DD untuk
mengunjungi Daerah pemilihan anggota yang bersaagkdalam rangka
menyerap aspirasi masyarakat;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjulisgbut APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kahupatey disetujui
oleh DPRD dan ditetapkan dengan Qanun;

Instansi  Vertikal adalah Perangkat Departemen thwun/aLembaga
Pemerintah Non Departemen di Kabupaten.

BAB 11
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Acara Resmi

Pasal 2

Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukanokoler dalam

Acara Resmi;

Acara Resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat€liputi:

a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakBaetiah;

b. Acara Resmi Pemerintah Kabupaten yang menglaadiRejabat
Pemerintah;

c. Acara Resmi Pemerintah Kabupaten yang dihadeh oPejabat
Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam aemmiryang diadakan di
Ibukota Kabupaten sebagai berikut :

a.
b.

C.

Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;

Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupsgielah pejabat
Instansi Vertikal lainnya;

Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabatitdahn Kabupaten
lainya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah Kiepala Dinas/Badan
dan/atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut

a.
b.

c
d.
e.

Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar darebéah kanan Ketua
DPRD;

. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri KetD&®RD:;

Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakank Anggota;
Sekretaris DPRD, peninjau, dan Undangan sesuaiadelgndisi Ruang
Rapat.

Pasal5 ...........



Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/JamjPdiantikan Bupati dan

Wakil Bupati sebagai berikut :

a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengé&unmpah/Janji dan
Melantik Bupati dan Wakil Bupati;

b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri KatDPRD;

c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakdnk Anggota;

d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebéiahan Pejabat yang
akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupatiwakil Bupati;

e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantikddk di sebelah kiri
Wakil-wakil Ketua DPRD;

f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuaididddangan Rapat;

g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikamluk di sebelah Kkiri
Wakil-wakil Ketua DPRD;

h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik dudukseébelah kanan Pejabat
yang mengambil Sumpah/ Janji dan melantik Bupati\Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/ Jaggoda DPRD meliputi :

a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan KePemgadilan Negeri
atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kangat,

b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/ jangdulkd di tempat
yang telah disediakan;

c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Semem&mRD duduk di
sebelah kiri Bupati;

d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negtgr Pejabat yang
ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;

e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;

f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk dpaémgang telah
disediakan; dan

g. Pers/Kru TV /Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/JamjPeantikan Ketua dan

Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebidggrikut:

a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bujzat Wakil Bupati;

b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kananuaKBengadilan
Negeri;

c. Setelah pelantikan , Ketua DPRD duduk di sebelahBadpati dan Wakil
Bupati , Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kKietua DPRD;

d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadiizgeri duduk di
tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga
Tata Upacara

Pasal 8
(1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berpgeara bendera atau bukan
upacara bendera;
(2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban, kizkhidmatan jalannya
acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesumjamleketentuan
peraturan perundang-undangan.



